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PERATURAN BUPATI PURWORE"IO
NOMOR,?TAHUN {21

TEI\TTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER"'A

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWORE"IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI PURWORF^IO,

bahwa unhrk melaksanaf<an ketentuan Pasal 10
Perahrran Daerah l(abupaten hrrworejo Nomor 4 Tahun
2O2l tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daeratr I(abupaten Rrnrorejo, perlu menetapkan
Peratrrran Bupati tentang Kedudukan, Susunarr
Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Ikbupaten Rrrworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah l(abupaten dalam
Lingt<ungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubatr beberapa kali, teraktrir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Tahun 2O2O Nomor 245, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

4. Perahrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OLO Nomor tl4, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 72 Tatrun 2Ot9 tentang
Penrbatran Peratrrran Pemerintah Nomor 18 Tatrun
2OL6 tentang Perangkat Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2Ol9 Nomor 187,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64021-
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5. Peraturan Pemerin tah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perizinan Berusaha di Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Tambahan kmbaran Negara RepublikNomor 16,

Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun

2O2t tentang Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan TerPadu Satu Pintu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 885);

7. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2L tentarry dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
Daerah KabuPaten Purworejo Tahun 2O21 Nomor 4,
Tambahan lembaran
Nomor 4).

Daerah Kabupaten Purworejo

Menetapkan PERATURAN BUPATI
SUSUNAN O
TATA KERJA DINAS
PEI,AYANAN TERPADU
PURWORE.IO.

TEI'ITANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
PENANAMAN MODAL DAN
SATU PINTU KABUPATEN

2.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perahrran BuPati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KabuPaten

UrusanDaerah adalah
oleh Daerah dan Dewan Perwalilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan PrinsiP
Negara Kesatuan Republik Indonesia sr, dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Pemerintahan Daerah Yang me umpm Urusan
Pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati
5. Dinas Penanaman Modal dan PelaYanan Terpadu Satu Pintu, yang

selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabuPaten

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, yang selanjutnya disebut KePala DPMPTSIP, adalah KePala
Dinas Penanaman Modal dan PelaYanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo.
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7. Sekretariat adalah Sekretariat DPMPTSP.
8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPMPTSP, adalah
Sekretaris Dinas
Pintu Kabupaten

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

9. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan
dan fungsi koordinasitugas

bidang tugasnya dalam suatu

DPMPTSP
a. penyusunan dan

terpadu satu pinttr;

serta pengelolaan kegiatan
satuan kerja sebagaimana

FFFTTETI

diatur

1O. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DPMPTSP.
ll.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

dalam peraturan undangan tentang organisasi dan tata
kerja instansi.

t2.

13.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagan Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DPMPTSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah l(abupaten Purworejo.

(2) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DPMPTSP
pemerintahan
pintu.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

biiakan bidang penanaman modal
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b.

c.

d.

h.

terpadu satu
kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
pintu;-evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu;
bidang penanEunan modal danpelaksanaan administrasi dinas di

pelayanan terpadu satu pintu; dan
oleh Bupati di bidangtugas lain yang diberikan

penanaman modal dan pelaYanan terpadu satu pintu.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DPMPTSP , terdiri dari:
a. Kepala DPMPISP;
b. Sekretariat;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

(2) Bagan orgamsasl DPMPTSP sebagaimana dimaksud
tercantum dalam Lampiran yang

dari Peraturan BuPati ini.

pada ayat (1)
bagian tidak

Bagian Kedua
Kepala DPMPTSP

Pasal 6

Kepala DPMPTSP mempunyar se dimaksud dalam pasal 5
ayat (1) huruf a, tugas memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi DPMPTSP sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
DPMPTSP.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Selrretaris.
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Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan
perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan administrasi pada
seluruh unit organisasi di linglungan DPMPTSP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fu ngsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebiiakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara

terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

keuangan, perencanaan dan kepegawaian;dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

Pasal 1O

(1) Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Umum;dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Kelompok Jabatan F ungsional dibawah Sekretariat terdiri atas
Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan
fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 11

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebljakan teknis, pelayanan dan
pengendalian administrasi umum yang meliputi:
a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
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f.
o menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai tugas jabatannya.

Bagran Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Substansi Penanaman Modal

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
DPMPTSP.

(2) Kelompok Jabatan F\rngsional Substansi Penanaman Modal terdiri
dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
kegiatan bidang

Penanaman Modal.

(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-
kurangnya dljabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
fungsi:
a. pengkajian, penrusunan dan pengusulan rencana umum, rencana

strategis dan rencana penanaman modal lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha rnaupun wilayah;

b. pengkajian, penlrusunan dan pengusulan deregulasi/keb[iakan
penanaman modal lingkup daerah;

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup
daerah dengan mem
modal, antara lain

berdayakan badan usaha melalui penanaman
kemitraan dan daya saing

penanaman modal lingkup daerah;
d. penyusunan dan pengembangan kebliakan/ strategi promosi

penanaman modal lingkup daerah;
e. perencanaan kegiatan promosi penananran modal di dalam dan luar

negeri;
f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman

modal;
g. pelaksanaan pemantauarr realisasi penanaman modal berdasarkan

sektor usaha dan wilayah;
h. pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan

penanaman modal, dan pendampingan hukum;
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l. pengawasan dan kewajiban
modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan

perattrran
sistemj. pembangunan dan pengembangan serta

informasi penanamErn modal;
koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangftat

daerah teknis terkait deregulasi, dan
iklim penanaman modal lingluP daerah berdasarkan sektor usaha;

1. penyusunan laporan pengembangan iklim, promosi,
pembinaan, dan
pengawasan penanafiran modal pada sistem teknologi informasi
(secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan

iin fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DPMPTSP sesuan dengan tuga.s dan fungsi.

Bagran Kelima

k.

Kelompok Jabatan Fungsional
Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal L4

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi PelaYanan Terpadu Satu

Pintu di bawah dan jawab kepada
Kepala DPMPTSP'

Kelompok Jabatan
Pintu terdiri dari

Fungsional Substansi Pelayanan TerPadu
Kelompok Jabatan Fungsionall2l Satu

dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada aYat (2) mempunyai tugas
kegiatan bidang

pelayanan terPadu satu pintu.

(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada aYat (2) sekurang-
kurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli MadYa.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Pelayanan TerPadu Satu Pintu
fungsi:

a. pelayanan penirnarr berusaha dan
sesuai dengan ketentuan peraturan

verifrkasi/validasi danb. pelaksanaan
data per2inan berusaha dan nonperrzrnan;

pengawasan, pemantauan, evduasic. dan
dan

nonperizinan
d. pelaksanaan

perizinan berusaha

informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan
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e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan perizinan dan nonperizinan;

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan
nonperizfuran;

g. peLaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat
daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha da:r
nonperizinan;

h. pelaporan pelaksanaan pel,ayanan, pengelolaan pengaduan
masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat,
dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-rrndangan;dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB TV

JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Bagan Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatal Fungsiond' 
sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan,
analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan
keahlian dan ketrampilan tertentu.

(a) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mulai
melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan
pelantikan.

Bagian Kedua
Tim Teknis

Pasal 17

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi
pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai
dengan kebutuhan pelayanan perizsnan berusaha dan
nonperizinan.
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(21 Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas' ' menyiapkan reliomendasi atas penerbitan perizlnan berusaha dan
nonperizinan.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (! -beranggotakan' ' perangkat daera6 teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan
Lompetensi sesuai dengan bidangnya.

(4) PemLentukan Tim Te[nis sebagaimana dimaksud pada Pasal I' ' ditetpFkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap DPMPTSP dilakukan
oleh Menteri.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum DPMPTSP di
'-' XaU-upaten sebagiimana dimaks:ud - pada- 

-- 
ayat (1),. Menteri

mendelegasikan kdpada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat'

BABVI

TATA KER,JA

Pasal 19

Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompo\ Jabatan-Fungsional lupstansi
Peiranaman Modaf, dan KelompoE Jabatan Fungsional Substansi
Pelayanan Terpadu Satu Pinfu dalam melaksanakan - tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebiiakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2O

Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan F\rngsional Substansi
Peiranaman Modal, dan Kelompo[ Jabatan Fungsional Substansi
Pelayanan Terpadu Satu Pinfu dalam melaksanakan tugasnya
meniperhatikan- prinsip manqjemen yurg meliputi 

- 
perencanaan'

peng6rganisasian,- pelal<sanaan' monitoring, evaluasi dan pelaporan
iesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok
Jabatan F\rngsional Substansi Penanaman Mopal, dan 

. 
Kelompok

Jabatan F ung-sional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinlsonisasi secara
vertikal- maupun hbrizontal baik ke dalam maupun antar satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain
sesuai dengan tugas masing-masing.
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PasaJ22

(1) Kepala DPMPTSP dan Sekretaris bertanggung jawab
dan memberikan

dalam
serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional
Substansi Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional
Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan Laporan dapat kepada unit kerja/satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(a) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DPMPTSP dan Sekretaris
dari bawahan dapat diolah dan di sebagai bahan
pen5rusunan laporan lebih lanjut dan diiadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh pejabat
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
(1) Dinas DPMPTSP wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis

jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil
Negara Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
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BAB VIII

KEf,ENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor
7O Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Keda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2O21 Nomor 7O Seri D Nomor 17), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal2T

Peraturan Bupati ini muLai berlaku pada tanggal L Janrlari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Pururorejo
pada tanggal : al l:1ltrlG 2la

t B RErOI

-6 AGUS BA

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggd :21 t ttrtc 2421

t SEKREf,ARTS DAERA4-KABUPATEN PURWO RE"IO,'4
C\

€ samRoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2aaNOMOR!?SERI INOMOR 't't
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UODAL DAIT PELITYAI{AN TERPADU SATU PTNTU
I.,AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR'I TAHUN 

'arTENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTATATA KER.'A DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PEI"AYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWORE.'O

( BUPATI PURWOREIO"T
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SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
UMUM
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KOORDINATORJF DAN
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